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Dengan Hormat
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Edy Chrisjanto, SE,,SH,MH
Jabatan : Assisten Ahli

Nidn : 0528017002

Prodi : Hukum

Menyatakan dengan sebenar benemnya bahwa penelitian dengan judul Problematika
Penghapusan Tenaga Kerja Honorer Tahun 2023 Dalam Perpektif Hukum
(Kajian kebijakan pemerintah terhadap penghapusan tenaga kerja honorer tahun
2023 yang di tinjau dalam berbagai aspek sosial, ekonomi dan keadilan hukum, )
adalah penelitian saya dan belum pernah di ajukan dalam penelitian manapun ataupun
di publikasi di lembaga manapun. Penelitian ini saya buat dan baru saya ajukan di

LPPM UWM Yogyakarta.

Demikian surat pertayaan validasi karya ilmiah ini saya buat dan dapat di pergunakan
sebagaimana mestinya.

Yogyakarta November 2022
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RINGKASAN

Kebijakan mengenai penghapusan tenaga honorer pada 2023, Penghapusan
tenaga honorer sendiri merupakan mandat yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah
(PP) 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Sebagai gantinya, tenaga honorer akan digantikan oleh outsourching sesuai kebutuhan.
Selain itu, pegawai non-ASN yang memenuhi syarat didorong untuk diikutsertakan atau
diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun PPPK. kebijakan
Peraturan Pemerintah (PP) 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja adalah amanat dari UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.
Penghapusan tenaga honorer menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk
membangun sumber daya manusia ASN yang lebih profesional dan sejahtera. Hal ini
karenakan selama ini adanya ketidakjelasan sistem rekrutmen tenaga honorer yang
berdampak pada pengupahan yang sering di bawah batas upah minimum regional
(UMR) selain itu dengan mekanisme perekrutan yang jelas di harapkan dapan
membangun system transparansi yang jelas dalam system perekrutannya hal ini di
karenakan selama ini perekrutan tenaga honorer dianggap tidak jelas dalam mekanisme
perekrutannya oleh pemerintah daerah. Keberanian pemerintah dalam mereformasi
system ini perlu mendapatkan apresiasi, mengingat langkah ini dapat membantu bangsa
Indonesia agar terbebas dari KKN yang nanti dapat dilakukan oleh oknom yang tidak
bertanggung jawab. Akan tetapi kebijakan ini menuai problematika baru mengenai
persoalan mengenai tenaga non-ASN yang tidak memenuhi syarat menjadi pegawai
negeri sipil (PNS) atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) karena
kualifikasi pendidikannya yang tidak terpenuhi. Selain itu adanya persaingan kopetensi
kemampuan pegawai honorer yang sudah lama harus bersaing dengan lulusan terbaru
yang masih Fresh Graduate. Penelitian ini memiliki target berupa peta potensi sosial,
potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat. Selain penelitian ini memberikan
gambaran yang luas kepada masyarakat Indonesia mengenai pentingnya pembentukan
regulasi yang memiliki nilai nilai faimess dalam tercapainya kehidupan sosial, ekonomi
dan keadilan yang diamanahkan oleh konstitusi. Hasil penelitian ini nantinya akan bisa
digunakan sebagai data untuk melaksanakan program yang benar-benar dan dapat
memberikan masukan terkait dengan penerapan kebijakan kepada tenaga honorer yang
dijamin oleh konstitusi. Penelitian ini bisa menjadi sumber pengetahuan baru dalam
dinamika pengembangan dan pengetahuan masyarakat serta menjadi inspirasi bagi
kemajuan masyarakat. Penelitian ini juga akan ditulis dalam jurnal yang bisa
memberikan pengetahuan baru terkait dengan permasalahan kepegaaian melalui
kebijakan pemerintah terkat dengan tenaga kerja honorer.
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